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ABSTRACT 

 

Brigita Matindas, 2020. THE LEGAL PROTECTION OF THE MEMBERS OF 

NATIONAL HEALTH SOCIAL ASSURANCE RELATED TO THE 

DOWNGRADE OF HEALTH SERVICE CLASS IN HOSPITALS 

REVIEWED FROM LEGISLATION NUMBER 8 OF 1999 ON 

CONSUMER PROTECTION. Supervised by Dr. Rietha Lieke Lontoh, 

S.H., M.H, and Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.H.  

In essence, health maintenance is an effort carried out by all components of 

a nation. The National Health Social Assurance Administering Body has the task 

of implementing the health social security system as regulated in Legislation 

Number 24 of 2011 on National Health Social Assurance Administering Body 

together with its implementing regulations as a State-Owned Enterprise. In fact, 

there are still frequent complaints from consumers because they do not get what is 

entitled to them.This study aimed to analyze the accountability related to the 

downgrade of service class and the forms of legal protection for the rights of 

consumers who use the services of the National Health Social Assurance. The 

responsibility of business owners, in this case, is the responsibility of the National 

Health Social Assurance as regulated in Legislation Number 8 of 1999 on 

Consumer Protection is to provide compensation if the consumer experiences a 

loss and the consumer is entitled to get compensation when the service received is 

not as it should be. This is expected to guarantee legal certainty to provide legal 

protection to consumers. Educational outreach activities for consumers, more 

specifically about what the rights and obligations of each party are, are needed in 

the framework of legal protection for consumers.  

Keywords: National Health Social Assurance, Consumer Protection, 

Accountability.
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ABSTRAK 

 

Brigita Matindas, 2020. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 

TERKAIT PENURUNAN KELAS DALAM PELAYANAN 

KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN. Dibimbing oleh Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H dan Dr. 

Ignatius Rusyadi, S.H., M.H. 

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sistem jaminan sosial kesehatan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan beserta peraturan-peraturan 

pelaksanaannya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang kemudian 

menjadikan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai pelaku 

usaha dan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai 

konsumen. Pada kenyataan yang terjadi masih sering didapati keluhan-keluhan 

dari konsumen karena tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Penelitian ini 

bertujuan menganalisa pertanggungjawaban terkait penurunan kelas serta bentuk 

perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen pengguna jasa pihak Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pertanggungjawaban pelaku usaha 

dalam hal ini pertanggungjawaban dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus memberikan ganti rugi jika 

konsumen mengalami kerugian dan konsumen berhak untuk mendapatkan ganti 

rugi ketika jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya, hal ini diharapkan 

dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum 

kepada konsumen. Kegiatan-kegiatan sosialisasi edukasi bagi konsumen lebih 

khusus mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak 

sangat diperlukan dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen. 

 

 

Kata Kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perlindungan 

Konsumen, Pertanggungjawaban. 
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